
SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 50 TAHUN 2422

TENTANG

PENETAPAN PENGEI.OI,,A STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN

KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BAGI,AN ANGGARAN 076 TAHUN 2022

SEKRETARTS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang bahwa dalam rangka terlaksananya stock opname

persediaan yang tertib dan berkesinambungan serta

tersusunnya laporan persediaan yang merupakan baglan

dari laporan BMN tingkat satuan kerja (UAKPB) yang handal

dan akuntabel, perlu menetapkan kembali Pengelola Stock

Opname Barang Persediaan dengan Keputusan Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara

(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 5, Tambahan l,embar€rn Negara Nomor 4355),

sebagaimana telah diubatr beberapa kali, teraktrir dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 202;0 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Penggarrti Undang-Undang Nomor 1

Tatrun 2O2O terrtang Kebijakan Keuangan Negara dart

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Dsease 2Ol9 (Covid-lg) dan/atau dalam

rang!<a Menghadapi Arrcaman yang Membahayakan

Ferekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan merrjadi Undang-Undang fi.embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 134,

Tambahan kmbaran Negara Nomor 6516);
2.Undang...
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Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Femilihan

Umum (Irrnbaran Negara Republik hdonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan I€mbaran Negara Republik

Indonesia Nornor 61@);

Feraturan Femerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun

2013 tentang Tata Cara Felaksanaan Angaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Iernbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan kmbaran Negara

Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Femerintah Republik kdorresia Nomor 50 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik

krdonesia Nomor 45 'Ibhun 2013 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Anggaran Perrdapatan dan Belanja Negara

(I-embaran Negara Republik hdonesia Tahun 2018 Nomor

229,Tanhehan. Lernbaran Negara Nomor 626fl;

Peraturan Femerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Barang Mlik Negara atau Daerah

(kmbaran Negara Republik krdonesia Tahun 2014 Nomor

92, Tambahan l€mbaran Negara Nomor 5533)

sebagaimana diubah dengan Feraturan Femerintah

Republik krdonesia Nomor 28 Tahun 2O2O tentang

Perubahan atas Feraturan Femerintah Republik hrdonesia

Nomor 27 Tahun 2014 t€ntang Fengelolaan Barang Mlik

Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara

Nomor6523);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 63); 
6. peraturan . .
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor

29/PMK.O6|2OIO tentang Penggolongan dan

Kodefikasi Barang Milik Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor 7ll
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 137 |KM.6/2O14 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 29 |PMK.O6 l2O1O tentang Penggolongan dan

Kodefikasi Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

246 /PMK.O6|2OL4 terrtang Tata Cara Pelaksanaan

Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 19771

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

76/PMK.O6/2019 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

2461PMK.O612014 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

83|PMK.O6/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 757);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

111/PMK.O6/2016 tentang Tata cara Pelaksanaan

Pemindahtanganan Barang Milik negara (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 165/PMK.O6/2O21 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

111/PMK.O6/2016 tentang Tata cara Pelaksanaan

Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor

L292); lo. Peraturan. . .
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10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

1 18/PMK.O6/2016 tentang Penatausahaan Barang

Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1817);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi

Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1286);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

2O7 /PMK.O6|2O2| tentang Pengawasan dan

Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);

13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 7 I KV.OS I 02 I 2022

tentang Penunjukan Kuasa Pengguna

Anggaran / Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.)

Kuasa Pengguna Anggaran /Barang pada Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMSI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN

PENGEI.OI,A STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN

KOMISI PEMLIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BAGIAN ANGGARAN OT6TaJIIJN 2022.

Menetapkan Sdri. Syafila Nurkhairina sebagai Pengelola

Stock Opname Barang Persediaan Komisi Pemilihan Umum

Kabupa.ten Sumbawa Barat Bagian Anggaran 076 Tahun

2022.

Pengelola Stock Opname Barang Persediaan sebagaimana

Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai pemelihara

dan penyimpan barang persediaan yang bertanggung

jawab terhadap barang-barang persediaan rutin di gudang

penyimpanan.
KETIGA . ..
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Sega1a biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini

dibebankan pada Daftar Isian petaksanaan Anggaran (DIPA)

Satuan Ke{a Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa

Barat Bagian Anggaran 076 Tahun 2022.

Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Sekr''etaris

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor

10/HK.03 .O2 / 52AT I 2022 tentang Penetapan Pengelola Stock

Opname Barang Persediaan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sumbawa Barat Bagian Anggaran 076 Tahun

2022, dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 24 Iil,dar.et 2A22

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

SUMBAWA BARAT
ukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd

Kasub

jdih.kpu.go.id/ntb/ksb


